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ISFUNGSI LEMBAGA POLITIK DAN

AHNYA KAPASITAS PARTAI POLITIK
Oleh Nanang Trenggono

-

 Januari 2000 sampai dengan Juni 2001 sejumlah aktivis,
pengajar (termasuk penulis) dan pengamat mengadakan
si mingguan yang dilaksanakan di Surat Kabar Trans-
(kini sudah tidak terbit lagi). Diskusi yang dikenal dengan
log 2000 selama tahun 2000 dan diganti Dialog Demokrasi
shun 2001, terselenggara atas dasar ketja'sa_ma antara para
staf pengajar dan pengamat dengan surat kabar Trans-
Kegiatan diskusi berhenti seiring dengan berhenti atau
it lagi media bersangkutan.
egiatan diskusi mingguan merupakan refleksi kritis atas
wdisi yang ada di Lampung khususnya dan Indonesia pada
. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan dari Januari 2000
engan Juni 2001 ada sebanyak 63 kali diskusi yang
s tema-tema nasional dan daerah. Khusus diskusi yang
| isu-isu daerah Lampung sebanyak 37 kali diskusi yang
besar hasil diskusi mencerminkan dan menggambarkan
dan persoalan-persoalan politik penting yang terjadi



Disfungsi Lembaga Politik

Berdasarkan tabel diskusi yang dilakukan para aktivis, staf
“dan pengamat bekerjasama dengan koran Trans-Sumatera di
t diketahui diskusi yang membahas persoalan daerah
2 menggambarkan bahwa persoalan politik dan kemandegan
politik lebih mendasar disebabkan oleh unsur-unsur di
orastruktur, terutama pada lembaga legislatif dan eksekutif.
an jangka pendek, mempertahankan paradigma lama, dan
ihankan status quo masih mewarnai perilaku elite baik yang
RD maupun di lembaga pemerintahan daerah.

cara rinci persoalan-persoalan politik dapat dikelompokkan
erikut. Pertama, disfungsi lembaga politik baik eksekutif
legislatif yang terutama telah gagal dalam memenuhi
publik. Secara kelembagaan, badan-badan birokrasi
daerah tetap berperan sebagai lembaga negara yang
ata hanya melakukan regulasi atau bersifat machtentfaltung
bangkan, meningkatkan dan menyebarkan kekuasaan (SP
999:243). Padahal sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999
dtonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang
gan Keuangan telah terjadi perubahan paradigma dalam
an pemerintahan daerah yakni yang sebelumnya pemerintah
dalah pelaku tunggal pembangunan kini berubah menjadi

r bagi pelaku-pelaku pembangunan yang lain yakni

(at. Artinya pemerintah daerah harus mengembangkan

12 dan fungsi kelembagaan sebagai pelayan publik. Namun

akteknya hal ini tidak terjadi. :

sberapa kasus membuktikan hal ini, misalnya 9 peraturan

mtang pajak/retribusi yang digodok DPRD Lampung 2001

yalir hanya memberatkan masyarakat; pelayanan sektor

ang masih sangat buruk seperti PDAM (Perusahaan Daerah

um), PLN (Perusahaan Listrik Negara), pembuatan KTP

anda Penduduk) atau SIM (Surat Ijin Mengemudi);

lembaga Bappeda (Badan Perencana Daerah) sebagai

frencana yang masih menjadi aktor tunggal dan tidak

- sebagai fasilitator bagi keterlibatan elemen-elemen

@t dalam penyusunan perencanaan pembangunan atau

n daerah; atau BKPMD ( Badan Koordinasi Penanaman
Daerah ) yang
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indikasi terjadinya kolusi antara lembaga eksekutif dan legislatif
n penyusunan APBD dan pelaksanaan pembangunan yang
kibat pada pembiasan makna dalam pelaksanaan kontrol DPRD

unggu inst

ilan Rakyat

m lembaga s dap badan-badan birokrasi pemerintahan. Demikian pula sistem
, peraturan orosedur internal DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsi
Pclanja Daerah mya tidak berjalan efektif seperti: keberadaan panitia-panitia -
an pengawasan, D antara lain panitia anggaran, panitia khusus, dan lain-lain;
tmerintah  dae an komisi-komisi DPRD tidak pernah dikomunikasikan

| daerah dan m 2 kepada publik; mekanisme hearing (dengar pendapat)

|yang terjadi pa okali bersifat formalitas dan tidak dijalankan atas dasar substansi
| dirinya sendiri, k yang akan dicapai misalnya dalam suatu penyusunan peraturan
angan partai poli DPRD melaksanakan dengar pendapat dengan kelompok-
angkutan, indika: ok masyarakat tertentu yang sebenarnya tidak efektif bagi
| eksekutif dalar asi penyusunan peraturan daerah tapi yang penting memenuhi
mudahnya lembag jur yang diberlakukan DPRD; atau pandangan akhir fraksi-

mal seperti para i dalam setiap sidang paripurna DPRD dalam membahas suatu
pertanahan ata an daerah tidak pernah diperhatikan tindak lanjut dan
(Citra Darmaja (D ikan-perbaikannya. .
kan kegagalan - Kedua, lemahnya peranan partai-partai politik yang
| karena adanya jukkan terutama dalam aktivitas politik DPRD partai-partai tidak
jberian mosi tida yu mengendalikan atau mengontrol anggota-anggota atau kader-
i beberapa fraksi 2 di DPRD. Dengan demikian partai-partai politik tidak

POO berbuntut hingj s5u menjadi sarana pengatur konflik atau conflict management
| kasus ini kepem am Budiardjo, 1998:15) di dalam lembaga DPRD. Hal ini
'mengganggu pel kti dalam perseteruan ketua DPRD yang notabene adalah kader
serti kontrol dan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan ketua fraksi
s ini dapat dikat di DPRD. Lemahnya partai politik ini telah menjadi fenomena
a dalam literafu yang juga terjadi pada partai-partai politik secara keseluruhan.
epada pemerintah . internal PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), perseteruan
han. Politik mosi , tubuh partai Golkar atau PDIP Lampung ‘menggambarkan
Jadi yang terjadi nahan partai politik untuk melaksanakan peranan politik seperti
olitik yang mema alasi politik, agregasi politik, sosialisasi politik, dan komunikasi

-rmi kegagal ~ Dalam hampir seluruh penyusunan kebijakan daerah atau
nisme setiap pe ran daerah, fungsi komunikasi politik tiddk dijalankan baik
melibatkan pas a kelembagaan oleh badan-badan birokrasi pemerintah daerah
politik dalam mer un oleh DPRD, juga secara keorganisasian tidak dilakukan

dan fraksi-fraksi;
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Berawal dari dua pertanyaan pokok tersebut dapat dievaluasi
a kritis sejauhmana efektifitas fungsional berbagai perangkat
aga DPRD seperti: fungsi komisi-komisi, panitia-panitia,
#ia-panitia khusus, panitia musyawarah, fraksi-fraksi serta
anisme yang berlaku dalam lembaga DPRD seperti forum dengar
pat (hearing), sidang-sidang, atau kata akhir atau rekomendasi
fraksi. Selain itu yang tidak kalah™ pentingnya secara
pagaan adalah fungsi dari lembaga sekretaris dewan. Berangkat
aluasi secara menyeluruh tentang sistem dan prosedur
gaan lalu dilakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan
1 perubahan tata tertib DPRD. Salah satu contoh kasus dari
a perbaikan internal DPRD adalah indikasi kejahatan
n dalam APBD 2001 dan RAPBD 2002 yang sebenarnya
terlepas dari peranan Panitia Anggaran DPRD Provinsi
o. Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota muda
pung dapat disimpulkan bahwa panitia anggaran diisi oleh
olitisi tua yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori
an tan pejabat eksekutif lama, kalangan pengusaha dan politisi
g tidak berpengalaman. Hampir tidak ada anggota panitia
dan politisi muda. Kenapa bisa demikian tidak ada jawaban
as. Dalam penyusunan RAPBD, panitia anggaran sudah
sebagai kelompok kecil berkuasa (the rulling class) yang
3 kekuasaan dan kemampuan mudah mengatur pos-pos
Sudah saatnya komposisi anggota panitia anggaran DPRD
¢ dirombak. Namun, bukan berarti 75 anggota DPRD
Lampung lainnya bebas dari kesalahan atas indikasi
shan dalam menentukan anggaran dan besarnya gaji mereka
Sebab tidak adanya usaha-usaha politik untuk memperbaiki
 para anggota DPRD berarti mereka menikmati kelimpahan
tas yang dibuatnya sendiri secara sewenang-wenang tanpa

akan rasa keadilan sosial.
edua, perubahan-perubahan pada kepemimpinan partai-
itik di daerah Lampung, seperti pada PKB, PDIP dan
partai lainnya seharusnya menjadi momentum untuk
ian kembali wibawa dan wewenang politik partai terhadap
politik di daerah dan kontrol penuh terhadap perilaku
der-kader partai politik yang menjadi anggota lembaga
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Keputusan politik pimpinan PKB Lampung yang
periode tahun 2001 ini yang tidak melibatkan kembali kader-k
PKB anggota DPRD dalam kepengurusan daerah karena dinilai &
memberikan sumbangan yang signifikan terhadap partai se
menjadi anggota legislatif bisa menjadi keputusan positif &
diletakkan dalam rangka pengendalian partai politik terhadap ka
kadernya, terutama yang sudah menjadi anggota lembaga legis
Pola-pola lain untuk memantapkan dan meningkatkan kapasitas pa
politik harus terus dilakukan sehingga demokratisasi politik mel:
partai-partai politik yang sehat dapat semakin diwujudkan.

Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme kritik inte
(otokritik) di dalam lembaga DPRD terhadap perilaku pols
individu-individu yang secara etis tidak patut. Bila perlu disus
ketentuan formal tentang kode etik bagi anggota DPRD. Dalam
ini mulai perlu dikembangkan kembali ruang dan forum b
pengembangan kebanggaan, peningkatan rasa hormat dan peri
satria melalui teks-teks, bincang-bincang atau bentuk-be
komunikasi yang dimunculkan dalam keseharian kehidupan lembs
DPRD. Yang terjadi sekarang ini adalah teks-teks atau bincas
bincang keseharian kehidupan para politisi yang sarat dengan ‘tek
teks negatif yang bertentangan dengan upaya-upaya
mengembangkan kebanggaan, rasa hormat dan posisi yang tepat bs
para wakil rakyat. Selain itu perlu internal kontrol di lingkung:
kelembagaan terutama adanya sikap yang tidak wajar at
unproporsional dalam menentukan anggaran bagi kebu
kebutuhan sendiri melalui anggaran yang berasal masyarakat.

Program reformasi internal semacam itu tidak sulit unt
dilaksanakan asal kekuatan-kekuatan politik yang ada sudah mele
tahap dinamikanya dalam melaksanakan sistem dan prosedur
dalam organisasi atau lembaganya. Bila masih muncul kecurigaz
kecurigaan atau kekhawatiran-kekhawatiran atas keberadaan masirn
masing kekuatan politik yang ada, maka yang terjadi adalah manuve
manuver politik yang semata-mata dimaksudkan untuk mengaburk:
kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Begitu pula, mantapnya sistem d:

prosedur kelembagaan hanya terjadi dan hanya bisa dibangun ole
kekuatan-kekuatan yang ada dalam kelembagaan itu sendiri. Ole

karena itu, sudah saatnya . momentum reformasi

kelembagaan
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ipung yang :
imbali kader-k daerah Lampung terus-menerus dibentuk, dimunculkan dan

tarena dinilai n menjadi lembaga demokrasi modern. Sementara itu, soal
fap partai sek n berpolitik adalah sensitif bagi publik, maka suatu kekuatan

fusan positif | atau partai politik yang bisa memenangkan perilaku politik
fik terhadap k erlandaskan etika politik pada saatnya akan memperoleh
lembaga legi i etis dan sosiologis dari rakyat dalam momentum pemilihan
can kapasitas ng akan datang.

sasi politik me

ne kritik inte
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